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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1, Rumah Tahanan adalah suatu tempat untuk 

orang- orang yang dalam masa penahanan. Penahanan adalah upaya paksa 

menempatkan tersangka atau terdakwa di suatu tempat yang telah ditentukan, 

karena alasan dan dengan cara tertentu.1 Sedangkan menurut Pasal 1 butir 2 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dan 

ditambah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Rumah 

Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau 

terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan2. RUTAN dibentuk oleh Menteri di setiap kabupaten/ kota. 

Sebagaimana pengertiannya, di dalam RUTAN ditempatkan tahanan yang 

masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan di 

                                                             
1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan   Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. 
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pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. RUTAN dipimpin 

oleh Kepala RUTAN yang diangkat oleh Menteri.3 

 Secara Teori, penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak 

seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 

Penahanan dilakukan secara hati-hati dikarenakan beberapa alasan. Alasan 

pertama, menjebloskan seseorang memiliki implikasi yang sangat luas bagi 

yang bersangkutan beserta keluarganya. Padahal, belum tentu tersangka itu 

bersalah. Tindakan menjebloskan seseorang ke dalam tahanan sudah 

merupakan vonis awal yang sangat berat. Alasan kedua, salah satu masalah 

yang berada di rumah tahanan di Indonesia sekarang ini adalah over capacity.4   

 Proses pembinaan Narapidana tersebut merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari sistem pemasyarakatan induk organisasi dan tanggung jawab 

keseluruhan dari pemasyarakatan berada di bawah Kementerian Hukum  dan 

HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tentunya ke depan segala 

hambatan yang ada dalam bergulirnya sistem pemasyarakatan harus 

diantisipasi agar makna tujuan yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan 

tidak menjadi biasa.   

                                                             
3 Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Malang: Setara Press,2014, hlm.56. 
4 Ahmad Sanusi, ‘’Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara Di Luar Kementerian   

Hukum Dan Hak Asasi Manusia’’, JIKH Vol. 10 No. 2 Juli 2016, hlm 118. 

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/208, diakses pada tanggal 8 

September 2019 pukul 15.03. 

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/208
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 Salah satu tujuan pemenjaraan baik pada RUTAN maupun LAPAS 

adalah rehabilitasi, yaitu dengan adanya kurungan penjara, narapidana 

diharapkan akan jera dan tobat kembali ke jalan yang lebih baik, tetapi pada 

kenyataannya tidak semua narapidana yang bebas menjadi jera dan bertobat.5  

 Tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh 

siapapun. Tindak pidana (strafbaarfeit) merupakan suatu perbuatan manusia 

yang bertentangan dengan hukum diancam dengan pidana oleh Undang- 

Undang sesuai dengan perbuatan mana seseorang tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan oleh si pembuat.6 

 Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 

memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur – unsur yang dapat dibagi 

menjadi dua macam yaitu: .7 

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke 

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. 

2. Obyektif adalah unsur- unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada       

hubungannya dengan keadaan- keadaannya, yaitu dalam keadaan- keadaan 

mana tindakan- tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. 

                                                             
 5 Sri Aryanti Kristianingsih, ‘’Pemaknaan Pemenjaraan Pada Narapidana Narkoba Di Rumah   

Tahanan (RUTAN) SALATIGA’’, Humanitas. Vol.6 No.1 Januari 2009, hlm.3. 

https://www.neliti.com/id/publications/24507/pemaknaan-pemenjaraan-pada-narapidana-narkoba-di-

rumah-tahanan-rutan-salatiga, diakses pada tanggal 8 September 2019 pukul 14.54. 

 6 M. Rasyid Ariman, Hukum Pidana Fundamental,Unsri Press, Palembang, 2013, hlm 58 
7 Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta,2009, hlm 69 

https://www.neliti.com/id/publications/24507/pemaknaan-pemenjaraan-pada-narapidana-narkoba-di-rumah-tahanan-rutan-salatiga
https://www.neliti.com/id/publications/24507/pemaknaan-pemenjaraan-pada-narapidana-narkoba-di-rumah-tahanan-rutan-salatiga
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 Terkait dengan tindak pidana, adapun tindak pidana yang terjadi 

dilakukan lebih dari seorang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat 

lebih daripada seorang yang berarti terdapat orang- orang lain yang turut serta 

dalam pelaksanaan tindak pidana di luar diri si pelaku. Tiap- tiap peserta 

mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada 

peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara 

logis pertanggungjawabannya pun harus dibagi diantara peserta, dengan 

perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana 

tersebut diselesaikannya. 

 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu 

tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut 

beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antarpeserta dalam 

menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam- macam yaitu:8 

1. Bersama- sama melakukan sesuatu kejahatan 

2. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan 

sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana 

tersebut. 

                                                             
8 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 

203. 
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3. Seseorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain 

membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.   

 Salah satu kasus tindak pidana pembantuan tahanan kabur yang 

dilakukan warga sipil yang terjadi di RUTAN Polres Metro Jakarta Barat, telah 

mendapati putusan dari hakim Nomor 2091/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt, dalam 

putusan ini menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana pembantuan tahanan 

kabur dari RUTAN yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa bernama 

Neneng Nur Hasanah pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017, terdakwa yang 

merupakan istri dari saksi Ramlan bin Salim dimana saksi sedang ditahan di 

Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Barat karena kasus narkotika pergi 

membesuk saksi. Saksi mengatakan kepada terdakwa agar dibawakan gergaji 

yang diselipkan dalam kue tart, saat itu terdakwa menolak namun saksi tetap 

memaksa, sehingga terdakwa mengatakan ‘’ besok akan ibu usahakan’’. Pada 

tanggal 15 Agustus 2017, saksi Ramlan meminjam hp petugas untuk 

menanyakan apakah terdakwa sudah sampai di Polres dan petugas mengambil 

kue tart tersebut, setelah mengambil kue tart, saksi Ramlan langsung mencari 

gergaji yang ada didalam kue tersebut yang sudah di rencanakan terdakwa dan 

saksi Davit Suseno ( pembuat kue tart), sehingga pada tanggal 16 September 
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2017, saksi Ramlan berhasil melarikan diri dengan cara naik bak mandi dan 

keluar dari teralis yang sudah dipotong pakai gergaji tersebut hingga rusak. 9 

 Perbuatan terdakwa diacam dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP juncto 

Pasal 56 ayat (2) KUHP. Dalam bunyi Pasal 56 KUHP yaitu, ‘’Dipidana 

sebagai pembantu kejahatan:10 

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan 

2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk 

melakukan kejahatan.  

Putusan hakim Nomor 2091/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt menyatakan terdakwa telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam 

pembantuan ‘’sebagai pembantu kejahatan memberi sarana dengan sengaja dan 

melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, atau 

menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang 

lain’’. Terdakwa di pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang 

ditetapkan oleh hakim dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang 

telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan . 

 Adapun kasus yang kedua yaitu terjadi di RUTAN Polres Dharmasraya 

Kenagarian Gunung Medan Kec.Sitiung Kab.Dharmasraya atau setidak-

                                                             
9Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dijumpai di 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/nomor2091/Pid.B/2017,diakses pada tanggal 15 

Agustus 2019 pukul 12.50. 

 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/nomor2091/Pid.B/2017,diakses
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tidaknya pada Itempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum 

Pengadilan Negeri Muaro, telah mendapati putusan hakim Nomor : 

08/Pid.B/2014/PN-MR. Dalam putusan ini menjelaskan bahwa terjadi tindak 

pidana serupa yang dilakukan oleh YUSNIMAR PGL.IMAR sebagai terdakwa 

turut serta dalam melakukan pembantuan kejahatan, dimana terdakwa memberi 

bantuan kepada saksi RIKI WIRYA, pada tanggal 07 November 2013 dimana 

saksi RIKI WIRYA menyuruh terdakwa untuk dibelikan gergaji, dengan uang 

yang diberikan oleh saksi MAIDALIZA, terdakwa mengetahui bahwa gergaji 

tersebut akan digunakan untuk memotong jeruji sel tahanan, kemudian 

terdakwa membelikan gergaji tersebut dan pada tanggal 09 November 2013 

terdakwa kembali membesuk saksi RIKI WIRYA dengan menyerahkan gergaji 

yang telah dibungkus dengan penutup kepala anak-anak kepada saksi EKA 

SAPUTRA lalu saksi RIKI WIRYA menyuruh saksi EKA SAPUTRA untuk 

menyimpan gergaji tersebut dipintu belakang sel tahanan RUTAN Polres 

Dharmasraya. Kemudian saksi RIKI WIRYA, saksi GENDON ZULFIKAR 

SYARIM dan saksi EKA SAPUTRA berhasil memotong teralis besi sel 

tahanan, akan tetapi untuk mengelabui petugas yang piket mereka berpura-pura 

megepel lantai pada lorong besuk tahanan supaya tidak terlihat oleh petugas 

yang piket. Akibat dari perbuatan terdakwa maka pada Pasal 406 ayat (1) jo 

Pasal 56 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti, maka majelis hakim 
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menyatakan terdakwa dikenakan tindak pidana ‘’membantu melakukan 

pengrusakan barang milik orang lain dan dipidana 1(satu) bulan.11 

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum 

dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan 

Kabur Dari RUTAN 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana yang terhadap pembantuan tahanan 

kabur dari RUTAN ditinjau dari tujuan pemidanaan? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembantuan 

tahanan kabur dari RUTAN? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan 

Tahanan Kabur dari RUTAN. 

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim penerapan sanksi pidana terhadap 

pembantuan tahanan kabur dari RUTAN. 

 

D. Manfaat Penelitian 

                                                             
 11Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dijumpai di 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/nomor08/Pid.B/2014, diakses pada tanggal 15 Oktober 

2019 pukul 15.00. 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/nomor08/Pid.B/2014
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Manfaat Penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan 

skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat 

praktis, 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 

tambahan terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukkan bagi peneliti 

yang lain dalam tema yang berkaitan, sehingga dapat dijadikan referensi bagi 

peneliti berikutnya. Dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmiah bagi ilmu hukum dalam perkembangan hukum pidana khususnya 

dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang proses penerapan sanksi 

pidana terhadap pembantuan tahanan kabur dari RUTAN. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil dari penulisan ini dapat memberi jawaban atas 

permasalahan yang diteliti serta diharapkan dapat membantu dan memberi 

masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait 

masalah yang diteliti. 

 

E. Kerangka Teori 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Teori Penyertaan  (Deelneming) 
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Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih 

dari seorang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih daripada 

seorang yang berarti terdapat orang- orang lain yang turut serta dalam 

pelaksanaan tindak pidana di luar diri si pelaku. Tiap-tiap peserta mengambil 

atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain 

sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis 

pertanggungjawabannya pun harus dibagi diantara peserta, dengan perkataan 

lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana 

tersebut diselesaikannya.12 

Apabila oleh peserta lain dilakukan perbuatan yang dapat dihukum 

peserta yang satu juga dapat dihukum. Di dalam KUHP terdapat dua bentuk 

penyertaan, ialah yang disebut sebagai:13 

1. Pembuat atau dader dalam Pasal 55 KUHP 

2. Pembantu atau medeplichtigheid diatur dalam Pasal 56 KUHP 

Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat 

dipidana : 

1. Pelaku atau pleger 

2. Menyuruh melakukan atau doenpleger 

                                                             
12 Teguh Prasetyo, Loc.cit 

 13 Ibid, hlm 204. 
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3. Turut seta atau medepleger 

4. Penganjur atau uitlokker 

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu 

suatu kejahatan, yaitu ada dua golongan: 

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan 

dilakukan 

2. mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk 

melakukan kejahatan. 

 

2. Teori Pemidanaan  

 Penulis menggunakan teori pemidanaan, yaitu teori absolut, teori 

relative, dan teori gabungan. Teori- teori pemidanaan mempertimbangkan 

berbagai aspek-aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan 

pidana.14 

 Teori absolut atau teori pembalasan. Teori ini bertujuan untuk 

memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang 

dirugikan atau menjadi korban . Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat 

primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman 

modern.15 Tujuan pembalasan (revenge) disebut juga sebagai tujuan untuk 

                                                             
 14 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, 

Bandung, 2009, hlm.22. 
15 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana,, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.29. 
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memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang 

dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Pidana itu merupakan akibat hukum 

yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah 

melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya 

kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan 

kepada orang yang terkena kejahatan, maka menurut teori absolut atau teori 

pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa 

pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat 

apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat 

mungkin akan dirugikan. 

 Kedua, teori relatif atau teori tujuan. Teori ini mengajarkan bahwa 

penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada 

upaya mencegah terpidana (special prevention) dari kemungkinan mengulangi 

kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada 

umumnya (general prevention) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik 

seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua 

orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan 

mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.16 Teori ini 

menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah 

terjadinya kejahatan (prevention of crime) khususnya bagi terpidana. 

                                                             
16 E. Utrecht, Hukum Pidana I, Pusaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 185. 
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 Ketiga, adalah teori gabungan. Teori ini berusaha untuk 

menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori 

relative. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk 

membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki 

sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan karena 

adanya respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut 

maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya 

berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar 

ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak 

melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat. 

 

3. Teori Putusan Hakim 

 Teori ini ada beberapa macam teori yang digunakan sebagai dasar 

dalam menjatuhkan sanksi suatu perkara pidana, yaitu antara lain:17 

a. Teori Keseimbangan 

 Teori Keseimbangan, keseimbangan disini adalah  antara syarat-syarat 

yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang 

tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan 

yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan 

kepentingan korban. 

                                                             
17 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105. 
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b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

 Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim atau 

diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan keadaan dan 

hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat 

keadaan pihak yang berpekara, yaitu terdakwa dan penuntut umum dalam 

perkara pidana. Pendekatan seni dan intuisi yang dipergunakan oleh hakim 

dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada 

pengetahuan dari hakim. 

c. Teori Pendekatan Keilmuan 

 Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam 

memutus perkara, hakim tidak boleh semata-mata dasar insting atau intuisi 

untuk semata, tetapi harus dilengkapi juga dengan ilmu pengetahuan hukum 

dan wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi perkara yang harus 

diputuskannya. 

d. Teori Pendekatan Pengalaman 

 Pengalaman dari seseorang hakim merupakan hal yang dapat 

membantunya dalam menghadapi suatu perkara yang dihadapinya sehari-hari, 

karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui 

bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana 

yang berkaitan dengan pelaku, korban ataupun masyarakat. 

e. Teori Ratio Decidendi 
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 Dalam teori ini didasarkan pada landasan filsafat, yang 

mempertimbangkan segala aspek-aspek yang berkaitan dengan suatu pokok 

perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan 

yang sesuai dengan pokok perkara yang sengketakan sebagai dasar hukum 

dalam melakukan penjatuhan putusan, dan pertimbangan hakim harus 

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum memberikan 

keadilan bagi para pihak yang berpekara. 

F. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup permasalahan dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada 

penerapan sanksi pidana terhadap pembantuan tahanan kabur dari LAPAS, 

yang dilakukan oleh warga sipil dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat, dalam Putusan Nomor 2091/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt. Agar skripsi ini 

tidak menyimpang dan terarah dari judul permasalahan yang akan di bahas. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu 

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang 
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bersangkutan.18 Jenis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. 

Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder belaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian 

hukum kepustakaan.19 

 

2. Pendekatan Penelitian  

Metode pendekatan masalah yang digunkan dalam melakukan penlitian  skripsi 

ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach)  dan pendekatan 

kasus (case approach) . Yang menjadi pokok di dalam pendekatan kasus adalah 

rasio decidendi yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu 

putusan. 

a. Pendekatan Undang- Undang 

 Pendekatan undang- undang merupakan pendekatan yang dilakukan 

dengan mempelajari dan menelaah semua peraturan perundang- 

undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu atau masalah hukum 

yang sedang diteliti. 

b. Pendekatan Kasus  

 Pendekatan kasus merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan 

oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, hal-hal pokok yang dikaji 

                                                             
18 Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1981, hlm. 43. 
19 Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.13-14. 
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pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai 

pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi 

dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.20 

 

3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adaah data 

sekunder, jenis datanya (bahan hukum) yaitu: 

1. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari bahan 

hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta 

berhubungan langsung terhadap masalah yang diteliti.21 Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan bahan hukum, yaitu : 

1. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana 

4. Putusan Pengadilan Nomor 08/Pid.B/2014/PN-MR 

5. Putusan Pengadilan Nomor 2091/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt 

 

                                                             
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenandamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 181. 
21 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2003, hlm. 47. 
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2. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang- undang, hasil-hasil 

penelitian, atau pendapat pakar hukum.22 

 

3. Bahan hukum Tersier.  

 Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

kamus (hukum), ensiklopedia.23 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan 

yang  tentunya mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas. 

Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan 

melalui peraturan perundang-undangan, buku, kamus, ensiklopedia tulisan 

karya ilmiah sepanjang menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh 

kasus yang berhubungan dengan masalah yang teliti24, yaitu tentang 

pembantuan tahanan kabur dari LAPAS. 

                                                             
22 Ibid, hlm. 32. 
23 Ibid, hlm. 32. 
24 Johny Ibrahim, Teori  dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 

Jakarta, 2005, hlm 241-242. 
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5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

1. Editing, yaitu penulis melakukan penulisan skripsi dengan meneliti kembali 

terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga dapat dilengkapi apabila 

bahan hukum belum lengkap, serta memformulasikan bahan hukum yang 

penulis temukan ke dalam kalimat yang sederhana. 

2. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, 

kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan 

menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dilakukan secara 

logis, yang artinya ada hubungan antara bahan hukum satu dengan bahan 

hukum lainnya. 

3. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan 

hukum yang diperoleh kemudian menganalisanya.25  

 

6. Analisis Bahan Hukum 

 Analisis bahan penelitian ini menggunakan metode penelitian yang 

bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk menentukan isi 

aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang 

menjadi objek kajian. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap 

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. 

                                                             
25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 14. 
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7. Penarikan Kesimpulan 

 Hasil dari analisis penelitian yang bersifat umum dihubungkan dengan 

permasalahan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan 

dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proporsi umum yang 

keberadaanya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat 

lebih khusus.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 11. 
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